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A. FILOSOFI DIBENTUKNYA HUKUM PIDANA PORNO-
GRAFI DALAM UUP

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang
disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.!
Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum
(disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan
unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-
undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu
merupakan petkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak
terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tudak berpantang
dengan perkecualian.

Acap kali kita temukan perkecualian dalam hal dan keadaan tertentu dari
suatu norma atau keharusan tertentu dalam suatu norma. Dicontohkan
pada rumusan penganiayaan (Pasal 351 KUHP} yang ridak mencantumkan
unsur objeknya. Ini merupakan perkecualian dari suatu keharusan bahwa
objek tindak pidana undang-undang wajib dicantumkan secara tegas dalam
rumusan tindak pidana. Dalam hal ini, yang merupakan perkecualian adalah
“hal keharusan” mencantumkan objek dalam setiap rumusan tindak pidana.
Sementara mengenai keharusan adanya objek dalam setiap rumusan tndak
pidana tidak terdapat perkecualian, Memang tidak mungkin ada petkecualian

1 Adami Chazawi (i), Kejahatan terhradap Keamanan & Keselamatan MNegara, Jakarta: Raja
Grafinde Persada, 2002, him. 1.
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karena di dalam objek tindak pidana selalu terdaps}t kel?entingan hukulllilatﬂﬁ
hendak dilindungi oleh rumusan tindak pidsima 1tu.-bementa;‘a pcl:] e
undang-undang membentuk suatu rumusan tindak piFiana sela u me tcften;ll ’
tujuan dan maksud untuk melindungj suatu kepentingan hukum

dan tempatnya ada pada objek tindak pidana tersebut.

Dalam penganiayaan, objek tindak pidana secara implisit atau terselubung

ada dalam frasa (kualifikasi) penganiayaan. Dalam kualifikasi penganayast

iaya (mis-
(mishandeling) secara terselubung terdapat unsur perbuatan menganiay ﬂb( .
. . Q07
handelen’, Dalam perbuatan menganiaya terkandung unsur fisik omng SELag
objek penganiayaan.

Sebagai unsur, objek tindak
petbuatan. Seringkali objek tindak
Dicontohkan Pasal 31 Undang-
Pornografi (UUP). Frasa atau pe
tindak pidana” yvang sekaligus m

pidana acap kali diletakkan setelah unsut
pidana menyatu dengan objek perbuata-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tcnta.ﬂg
rkataan “pornografi” adalah unsur “objek
erupakan “objek perbuatan” meminjamkan

an tindak pidana pornografi dalam
a “seorang yang belum dewaga” merupakaf

menyerahkan, dan lain-lain, Sementara “tulisat,
(vang melanggar kesusil

Pasal 283 ayat (1) KUHP, fras
objek perbuatan menawarkan,
gambar atau bendy”

3 Am tindak pidang, Ada dua kelompo¥
besar objek tindak pidana, yaity:

L. objek Mengenai orang Maupun bad,

n (subjek hukum), dan
2. benda-bendy serta hak (objek hukum), )
Bagi subjek hukum yang
nya ora

ditentulkay sebagaj objek tindak pidana, khusus”
ng, adalah mengenaj fisikny, (mis
(misalnya pembunuhan), kcbcbasannya (m
dan perasaan atau rasa pribyg; (misalnyg |
Pencemaran),

1
alnya Penganiayaan), n}’ﬂ“’ﬂﬂ))‘
isalnya Penculikan, p"-‘m‘fmsm‘; ,

; a
¢hormagay dan nama baik pa

__-______'__"—-———-_._________

2 S. Wojowas;
'-.fv I0Wasito, Kamys Umum Belanda .*ndanesfa, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995
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Berdasarkan harkat dan martabatnya, setiap orang memerlukan perlin-
dungan hukum mengenai fisiknya, nyawanya, kebebasannya, dan perasaan
atau kedamaian hatinya. Hukum pidana memberikan perlindungan hukum
tersebut melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Oleh sebab
itu, dalam setiap rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum
yang hendak dilindungi.

Dalam objek tindak pidana, selalu mengandung dua unsur yang saling
berhubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana. Objek yang diarah
atau dituju tindak pidana acap kali menyatu dengan objek yang diarah
oleh perbuatan dalam tindak pidana. Misalnya, objek benda pada pen-
curian (Pasal 362 KUHP).

2. Objek tindak pidana sebagai suatu kepentingan hukum yang hendak
dilindungi oleh tindak pidana. Misalnya objek benda pada pencurian,
terkandung kepentingan hukum hak kebendaan setiap subjek hukum
yang dilindungi oleh tindak pidana pencurian.

Dengan dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam undang-undang
sekaligus di dalamnya ditentukan objeknya. Dalam objek tersebut selalu
terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian pula
halnya pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana pornografi
dalam UUP.

UUP memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan
mengenai tindak pidana pornografi. UUP merumuskan tentang macam
atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Meskipun di dalam UUP
tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan
jenis-jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam UUP tersebut
secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana pornogafi adalah tindak
pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan
pornografi yang dilarang oleh UUP dan diancam dengan pidana tertentu
terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Namun apabila didasarkan pada batasan pengertian tentang pornografi,’
tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni
perbuatan dengan wujud dan cara apa pun mengenai, dan yang berhubungan

3 Lihat Pasal 1 angka 1 UUP.
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dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, wlisan, suara, bunyi, gam.bar berg:lzz
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atan bentuk. pesan 1.amnya m "
berbagai bentuk media komunikasi dan/atan pertunjukan di muka Umkc-
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan me.langgar tllormﬂb .
susilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh UUP dan diancam pidana bagl
siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, |

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 kelompok besar kepentingan
hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukumn
individu (fndividuale belangen), kepentingan hukum masyarakat (social belangen);
dan kepentingan hukum Degara (shaatsbelanger) !

Di dalam kepentingan hukum individu terdisi atas:

dengan segala bentuknya (Bab XTx Buky I1 KUHP
2. kepentingan hukum mengenai benda
headals diliadungi. Terkandung g dalam tindak pidana antara lain:
pencurian dan bentuk~bentuknya (Bab Xx11 Buku II KUHP), atat

petbuatan curang (bedrgg) dan bentuk~bentuknya ( Bab XXV Buku i
KUHP),

atau hak kebendaan pribadi yang

. (Bab VIIT yup). Kepentings”
@ tmplisi, misaloy, terdapa ¢ dalam rumusan tindak
Buku Kedy, KUHP),

ang hendai dﬂjndungi, dapat dirind

0 besay, Namug demikian, antaf:
SR Yang lain tida) terpisahkan kase?

u}? E:att.l lrtepentm hukum, dengan demikian sekalig® s

PPN bk e oy rungin terjad

Pelanggaran terhadg

4 Salochiy Kartanegara (i,
Lektyr Mahasiswa. Tanpa

a Ky , _ it Baldl
S Adami Chazaw (i), or htema“‘"m tahun, herp:;agn Kuliah (Bagian Dua), Penerbi
4 I8 b -
2013, him, 3, Halatan terhady
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